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SUMARNO
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta



Urgensi Pemilu

 Pemilu merupakan salah satu instrumen sistem 

demokrasi.

 Dalam sistem demokrasi, rakyat dianggap sebagai 

pemegang kedaulatan politik. (Prinsip demokrasi: 

government from the people, by the people and 

for the people).

 Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang 

politik, diperlukan sistem perwakilan politik, baik 

di legislatif maupun eksekutif



 Perwakilan politik yang demokratis hanya dapat 

terbentuk melalui pemilihan umum yang 

melibatkan partisipasi masyarakat (rakyat) secara 

luas.

 Pemilu merupakan implementasi kedaulatan 

politik rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat 

memilih wakil-wakilnya yang aspiratif untuk 

duduk di lembaga perwakilan politik, baik di 

legislatif maupun eksekutif.



Fungsi Pemilu

Dalam sistem politik yang demokratis, pemilu 

memiliki beberapa fungsi:

1. Memilih wakil rakyat yang akan duduk di 

lembaga perwakilan politik (MPR, DPR, DPD dan 

DPRD).

2. Memilih kepemimpinan politik yang akan 

menjalankan pemerintahan (presiden, gubernur, 

bupati/walikota).

3. Sarana partisipasi politik masyarakat. 



Pemilu Berintegritas

 Proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis ditandai oleh

sejumlah indikator. 

 Pertama, sistem pemilihan umum sesuai dengan sistem politik

demokrasi (yang didalamnya terkandung sistem kepartaian, sistem

perwakilan politik, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan

daerah, sistem partisipasi politik warga negara, dan sebagainya). 

Sistem pemilihan umum apapun yang diadopsi, setidak-tidaknya

dua hal harus dijamin, yaitu kesetaraan warga negara dalam

perwakilan (equal representation) baik dalam penentuan siapa saja

yang berhak memilih (universal suffrage; One Person, One Vote, 

One Value, OPOVOV) maupun dalam alokasi kursi parlemen untuk

setiap daerah (apportionment) yang harus berdasarkan jumlah

penduduk



 Kedua, pengaturan seluruh tahapan proses 

penyelenggaraan Pemilu harus menjamin kepastian

hukum dan dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu

yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil, transparan dan akuntabel. 

 Ketiga, kompetisi antar partai atau calon berlangsung

bebas dan adil (free and fair contestation). Persaingan

antar partai dan calon tersebut berlangsung dalam

kesetaraan.



 Keempat, penyelenggara Pemilu yang tidak hanya professional 

tetapi juga bertindak independen dan imparsial dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya. 

 Kelima, proses pemungutan dan penghitungan suara, tabulasi

dan pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan

dan akuntabel (electoral integrity). 

 Keenam, sistem penegakan hukum yang mengatur Pemilu

(electoral dispute resolution) dilaksanakan secara adil dan

tepat waktu. 

 Dan ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses 

penyelenggaraan Pemilu.



Partisipasi Politik

 Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan
seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara
aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih
pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. 

 Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan
seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, 
menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai
atau kelompok kepentingan mengadakan
pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah
atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).



Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu



Urgensi Partisipasi Masyarakat

 Pertama, untuk meningkatkan minat dan kepedulian

warga negara terhadap penyelenggaraan Pemilu serta

pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan

Pemilu.

 Kedua, sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan politik

rakyat, hak asasi manusia dalam bidang politik, pengakuan

atas lejitimasi partai politik, lejitimasi penyelenggara

negara (legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional

maupun daerah) dan sistem politik pada umumnya.

 Ketiga, untuk menjamin Pemilu yang jujur dan adil

(menyampaikan hasil pemantauan, pengaduan atas

dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan

Pemilu), dan menjamin integritas hasil Pemilu

(penghitungan cepat hasil Pemilu).



Dimensi Partisipasi Pemilih

 Pertama,partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu. 

Dalam kelompok pertama ini, bentuk partisipasi di antaranya adalah

sosialisasi pemilu; pendidikan pemilih; serta penguatan sarana dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemiluan.

 Kedua, partisipasi yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi

Pemilu. Bentuk partisipasi yang terkait dengan ini adalah memilih calon

dan pasangan calon peserta pemilu; terlibat dalam musyawarah

membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu; terlibat

dalam pencegahan transaksi politik peserta Pemilu.

 Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. 

Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah

pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan cepat

atas hasil pemungutan suara di TPS.



Aksi Partisipasi Mewujudkan Pemilu

Berkualitas

Berpartisipasi

dalam membangun

kesadaran

masyarakat untuk

memilih partai dan

calon yang jujur, 

amanah dan

aspiratif



Memilih Calon

Presiden yang 

amanah, 

jujur, visioner, 

dan

berwawasan

global



Jangan pilih

partai dan

calon yang 

piawai menebar

dan menabur

janji



Pilih partai dan calon yang bersih dan tidak

korupsi



Waspadai dan

bersikap kritis

terhadap

informasi dari

buzzer politik

di media 

sosial
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